
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PJNRANG 
NOMOR TAHUN 2023 

'f'EN'l'ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, TI.JOAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 

DENGAN RAM MAT 1'JWAN Y ANO MAMA EiA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Sena Tata Kerja Dinas Petemakan dan 
Pericebunan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupad 
Pinrang Nomor 67 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas clan F'ungsi Sena Tata Kerja Dinas 
Petema.kan dan Perkebunan; 

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dala.m 
hurur a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
dmamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan rungs! Otnas 
Petemakan dan Perkebunan, sehingga perlu diganti; 

e. bahwa beniasarkan pertimbangan sebagailtUUla 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Pcraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Orpnisa.si, Tugae dan Fungsi &ertil Tata Kerja 
Oinas Petemakan dan Perkebunan. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lemba.ran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lruiont:sia Nomor 5234) at:bagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(l..em� Nt81U'Q RepijJ;llik lru:lQ11t11ilt T.lltnin 2022 
Nomor 143, Tarnba.han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801 j; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia 
'J)l.J)\.1!! �0!4 !'l9m9r 6, Tambahan Lemberan f"ega_f!l t Republik Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teruang 
Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana tclah diubah beberapa kah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penctapan Peraturan Pcmerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kel)a 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lemhlu:an 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

S. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adminsat.rasi Pcmerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan 
Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana tclah drubeh bebc:rapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerinta.h Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja 
menjadi Undang-Urulang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambe.han Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Pcre.turan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pere.ngk.at Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indcneeia Tahun 2016 ljompr 114, TamPNIJU'l 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
ecbagaimana telah diuba.h dengan Pcraturan 
Pcmerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pcrubahan 
Atas Pem.turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
i�n�& ��pg�J 9a�[Y.l �m!?!l.�!! N�&!� �emi!?!i.l� 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64021; 

7. Pcraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahe.n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
eebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahe.n 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara" Republik Indonesia Tahtin 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Apamtur Negara dan 
Refonnasi Biroknlsi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Plnrang Nomor Tahun 
2020 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran E>aerah Kabupaten Pinrang 'l'ahun 

� 2020 Nomor 6). 
\ 
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Mcnetapkan 

. 3. 

MEMU'RJSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
OROANISASI, TUOAS DAN FUNOSJ SERTA TATA KERJA 
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pa..,J I 
Da1am Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaria Oacrah adalah Sekretaria Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. i'eraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
5. Dinas adalah Dinaa Perkebunan dan Petcrnakan Kabupaten Pinrang. 
6. Kepala Dinas 11.dalah Kepala Dinas Pf:rkebunan dan Petemakan 

Kabupaten Pinrang. 
7. Pcjabat Pembina Kepegawaian yang sellllljutnya diaingkat PPK adalah 

pejabat yang m.cmpunyai kewenangan menetapkan pengangka.tan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan 
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di inatanai pemerintah 
seauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pcjabat Pembina Kepegawaian yang selanjumya disingkat PPK adalah 
BJ.1p.i.b Pinr;Lt1g. 

9. Aparatur Sipil Negara adalah iatilah kelompok profesi bagi pegawai­ 
pegawai yang bekerja pada lnstansi Pemerintah baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah. 

10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat 
y�g �PY!!Y�i ��ery�w:a m�ffl��R&� P.�� �!!S!!!18.��' 
permndahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipt) Negara sesuai 
dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adatah kelompok jabatan yang berisi 
fong!:li dan tugae berkaitan dengan pelayanan fungeional yang 
berdasarkan pada keahlian dan ketcrarnpilan tertcntu 

12. Tuga.s adalah lkhtisar dari keseluruhan tugae jabatan. 
13. Fungei adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas aemua tugaajabatan 

yang merup&kan upeya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. 

BAB II 
KEOUOUKAN 

Pa,al 2 
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 5, dipimpin oleh Kepala 
f>inas yang berada di bawah dan bertanggu.ng jawab kepada Bupati melaiui 
Selaewis Daerah. 

BAB 111 
SUSUNAN OROANISASI 

Paul 3 
(I) Susunan Organisasi Dinas Petemakan dan Perkebunan terdiri atas: 

a. Kepala Dinas, ' 
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b. Sckrctariat terdiri atas: 
I. Subbilgian Program; 
2. Subbagian Umum, Kcpegawaian, dan Hukum; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. B!dang Pcngembangan Produksi dan Agribisnis Petcrnakan; 
d. Bideng Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Vetcriner dan 

Pengawaaan Obat Hewan; 
e. Bidang Pengcmbangan Perkebunan; 
f. Bidang Agribisnis dan Penyuluhan Perkebunan; dan 
g. Kclompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(:�) Bagan Struktur Organi.sa.si. Dinas sebagaimana pada ayat (1) tercantum 
dalarn lampiran yang mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
TI/GAS, FUNGSI DAN URAJAN 11.JOAS 

Bagian Kcaatu 
Kepa)a Dinas 

Pasal 4 
(I) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati mcnyclcnggarakan 

urusan pemerintahan dibldang Petemakan dan Perkebunan yang 
mcnjadi kewenangan Daera.h dan tugas pembantuan yang diserahkan 
olch Bupati kepadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepala 
Dinas mcnyclcnggarakan fungsi: 
a. perumuaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Petemakan dan 

Perkebunan; 
b. pelaksanaan kcbijakan urusan Pemerintahan bidang Petemakan dan 

Perkebunan; 
c. pclaksanaan monitoring, evalue.si dan pcle.pore.n urusan 

pemerintahan bida.ng Petemakan dan Perkebuna.n; 
d. pclaksanaan Administrasi Dinas;dan 
e. pcnyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuar 

tugas dan fungsinya. 
(31 Uraian tugas Kepala Oinas aebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mcliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam 

pclaksanaan tugae; 
b. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaks.anaan tugas daJam 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perk.embangan pclaksanaan 
tugaa; 

d. menyueun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tuga.snya; 
f. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategia, 8encana Ktrja dan 

Rencana Kef]a Anggaran Dinas; 
g. mengooedjrur Penyelenggaraan Survey Kepuaaan Masyarakat daJam 

lingkup Oinas; 
h. melakukan pembinaan terhadap penyuaunan Standar Operasional t 

PrQ�4r �$.m !in&kuP. Qi��; \ 
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PrQ�4r �$.m !in&kuP. Qi��; \ 
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i. melaJc.ukan koordinas1 ds.n konsultasi dengan kementerian, 
pemerintah Provinsi dan SKPD unit kerja terkait dalam rangka 
kelancaran tugaa; 

j. menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinaa; 
k. membina pelaksanaan Sistem Pcngendalian Intern Pcmerintah 

Llngkup Dinas; 
I. mengoordinir penyuaunan La.poran Kinerja lnatanai Pcmerintah 

Dinaa; 
m. menyelenggarakan monitoring. evaluasi dan pengawasa.n 

penyelenggaraan kebiJakan teknis di Bidang Pcngembangan Produksi 
Sail. Agihisnia Petemakan, bidang Keaehataa HewaR, Keaehatan 
Ma:,yarakat Vcteriner dan Pcnyuluhan Pctcmakan, bidang 
Pcngembangan Pcrkebuna.n aerta bidang A&ribiania dan Pcnyuluhan 
Pcrkebunan; 

n. menyelenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang Pcrtanian; 

o. menilai kinerja Pegawai Apanltur Sipil Negara aeauai ketentuan 
Pcre.turan Per Undang-undangan; 

p. menyuaun laporan basil pelaksanaan tugaa Kepala Dinas dan 
m.emberikan saran p,ertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusa.n kebijakan; dan 

q. menye\enggarakan tugaa kedinaaan lain yang diperintahkan ataaan 
sesuai dcngan bidang tugaanya. 

Bagian Kedua 
Sckrctanat 

Pa,al 5 
(1) Sekrctariat dipimpin oleh Sekretaris yang mcmpunyai tugas membantu 

Kepala E>inas dalarn mclaksanakan koordinasi kcgiatan, mcmbcrikan 
pclayanan tc1mis dan adminiatraai pcnyusunan program, pclaporan, 
umum, kcpcgawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Oinas. 

(2) Untuk melaksanaka.n tugas aebapirnana d1maksud pada ayat (1), 
Sekretaria mcnyclcnggarakan fungsi : 
a. pcngoordiruuian pcnyelcnggaraan funpi dalam lingkup dinas; 
b. pengoordinaaia.n pcnyuaunan program dan pelaporan dala.rn lingkup 

Oinae; 
c. pengoon:linasian urusan umum, kcpcgawaian, dan hukum dalam 

lingkup Dinas; 
d. pengoordinasian pengclolaan admini8trasi kcuangan dalam lingkup 

Oinaa; dan 
e. pcnyclcngg.araan fungai lam yang dibcrikan oleh pimpinan eeeuar 

dengan tugaa dan fungsinya. 
(3) Uraian tugae Sekretaris scbagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. mcnyueun rencana kcgiatan dinae aebagai pcdoman dalam 
pelaksanaa.n tugaa; 

b. mendiauibuaikan dan mcmbcri pctunjuk pclaksanaan rugas; 
c. memantau, mengawaai dan mengeva.Juasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mcngetahui pcrkembangan pclaksanaan 
tugas; 

d. mcnyusun rancangan, mcngoreksi, memarafdan/atau menandatangani ' 
naskah dinas; 
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. 5. 
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urusan pemerintahan bidang Pcrtanian; 

o. menilai kinerja Pegawai Apanltur Sipil Negara aeauai ketentuan 
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e. mengikuti repet-repet scauai bidang tugasnya; 
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f. membantu Kepala Dinas mcrumuskan Visi dan Misi eerte menetapkan 
Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Oinas; 

g. menyelenggarakan Survey Kepuasan Maayarakat dalam lingkup Oinas; 
h. mcnyusun dan Membuat Laponi.n Kincrja Jnatanai Pemcrintah Ungkup Dinas; 
1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 

hingga terwujud koordinast, ainkromsasi dan integrasi pclaksanaan 
kegtatan; 

j. mcngoordinaaikan dan melakMnakan penyuaunan, program, 
pcrcncanaan, pengendahan dan evaluasi serta pelaporan kinerja; 

k. mengoonlinaai.kan dan melaksanak.an pelayanan adminisuasi umum, 
kepegawaian dan hukum; 

I. mengoordinasikan dan melaksanakan pclayanan administrasi dan 
keuangan; 

m mcnyclenggarakan, mengoordinir dan mengoordinasikan pclaksanaan 
kegiatan a.dministrasi pcngadaan, pcrneliharaan dan pcnghapusan 
barang; 

n. mcngoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan 
tatalaksana; 

o. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam Ungkup 
Dinas; 

p. mengoordinir Pelaksanaan Pcnila.ian Mandiri Pelaksanaan Reformaai 
Birokraai dalam Ungkup Dinas; 

q. menyelenggarakan rungsi scbagai Pejabat Pengelola lnformaai Dan 
Dokumentaai Dinaa; 

r. menyueun J,aporan hall!! pelak!WmlUUl tugea IJC�at dim 
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

s. meml"asilitasi pe\akaanaan Siatem Pengendalian Intern Pemerintah 
dalrun lingkup Dinaa; 

i, mtnYY�4n sw.iP.!! 9��1:1ki!l!-! !"r?�4r �!Y!!-! ��r1ci!r1 !YK!l-! rum 
melakukan evaluasi Standar Operasional Pmaedur dalrun lingkup 
Dinae; 

u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Produksi 
dan Agribisnis Petemakan, bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Penyuluhan Petemaka.n, bidang 
Pengembangan Perkebunan serta bidang Agribianis dan Penyuluhan 
Perkebunan; 

v. menginventarisasi dan mengkaji pennaaal.ahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menytapkan bahan petunjuk pemccahan 
masalah· - · · · · · - 

' w. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan haeil 
pelaksanaan kegiatan; 

x. menyelenggarakan koordinasi dan konsultas1 dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang Pertanian; 

y. menilai kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijaka.n; dan 

aa.melaksanakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atasan sesuai ' 
denga.n bidang tugasnya. 

\ 

. 6 . 

f. membantu Kepala Dinas mcrumuskan Visi dan Misi eerte menetapkan 
Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Oinas; 

g. menyelenggarakan Survey Kepuasan Maayarakat dalam lingkup Oinas; 
h. mcnyusun dan Membuat Laponi.n Kincrja Jnatanai Pemcrintah Ungkup Dinas; 
1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 

hingga terwujud koordinast, ainkromsasi dan integrasi pclaksanaan 
kegtatan; 

j. mcngoordinaaikan dan melakMnakan penyuaunan, program, 
pcrcncanaan, pengendahan dan evaluasi serta pelaporan kinerja; 

k. mengoonlinaai.kan dan melaksanak.an pelayanan adminisuasi umum, 
kepegawaian dan hukum; 

I. mengoordinasikan dan melaksanakan pclayanan administrasi dan 
keuangan; 

m mcnyclenggarakan, mengoordinir dan mengoordinasikan pclaksanaan 
kegiatan a.dministrasi pcngadaan, pcrneliharaan dan pcnghapusan 
barang; 

n. mcngoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan 
tatalaksana; 

o. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam Ungkup 
Dinas; 

p. mengoordinir Pelaksanaan Pcnila.ian Mandiri Pelaksanaan Reformaai 
Birokraai dalam Ungkup Dinas; 

q. menyelenggarakan rungsi scbagai Pejabat Pengelola lnformaai Dan 
Dokumentaai Dinaa; 

r. menyueun J,aporan hall!! pelak!WmlUUl tugea IJC�at dim 
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

s. meml"asilitasi pe\akaanaan Siatem Pengendalian Intern Pemerintah 
dalrun lingkup Dinaa; 

i, mtnYY�4n sw.iP.!! 9��1:1ki!l!-! !"r?�4r �!Y!!-! ��r1ci!r1 !YK!l-! rum 
melakukan evaluasi Standar Operasional Pmaedur dalrun lingkup 
Dinae; 

u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Produksi 
dan Agribisnis Petemakan, bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Penyuluhan Petemaka.n, bidang 
Pengembangan Perkebunan serta bidang Agribianis dan Penyuluhan 
Perkebunan; 

v. menginventarisasi dan mengkaji pennaaal.ahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menytapkan bahan petunjuk pemccahan 
masalah· - · · · · · - 

' w. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan haeil 
pelaksanaan kegiatan; 

x. menyelenggarakan koordinasi dan konsultas1 dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang Pertanian; 

y. menilai kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijaka.n; dan 

aa.melaksanakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atasan sesuai ' 
denga.n bidang tugasnya. 

\ 



. 7 • 

P ..,..,.,., 
Subbagian Program 

Pual6 
(I) Subbagian Program dipimpin olch Kepala Subbagian Program yang 

mempunya.i tugas membantu sekretaris dalarn mengumpulkan bahan dan 
melakukan penyusunan program, penyajian data dan penyusunan 
Japoran. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Program eebegaimana dimaksud pads 
ayat (1), meliputi: 
a. menyusun renGllBa kegiatan Subbagia,t PFagFam eeoagai ped91ll1Ul 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendislribusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugae; 
c. memantau, mengawaai dan mengcvaluui pelaksanaan tugas dala.m 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkemba.ngan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, mcmaraf dan/atau 
menandata.ngani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapet sesuai bidang tugunya; 
f. membantu &ekretaris merumuskan Yisi dan Miai aerta Rcncana 

Strategis dan Rencana Kerja Dinas; 
g. menyuaun dan membuat dokumen Laporan K:merja lnetanei 

Pemerintah dmas; 
h. mengoordinir dan mengoordina11kan, menyiapkan ba.han data dan 

infonnasi program dan melakukan penyusunan percncanaan program 
dan kqp.atan; 

1. melakukan menyiapkan bahan dan melakukan pcmantauan dan 
evaluasi kinerja; 

J. mengumpulk.an bahan dan menyueun laporan perjanjian kinerja 
din as; 

�' m�!!�ffiPY]� !?!¥.!M ��n !'!�flY':l!Yn R�n� �{!�rjf! T!.l'J\.!n!H! 
dalam lingkup dinas; 

I. menyuaun laporan basil penyelenggare.a.n funpi Subbagian Program 
dan memberikan saran oertimbanaan keoada oinwinan seba"81 bahan 
perumusa.n kebijakan; 

m. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran dalam lingkup dinaa; 

n. melaksanakan pcnyusunan Standar Opera.sional Prosedur seauai 
rincian tugaa dan melakukan eva\uasi Standar Opcrasional Prosedur 
sesuai ketentuan; 

o. menyelenggarakan dan melakse.nakan monitoring, evaluasi dan 
peng&.wasan penyelenggaraan kebijakan teknis di S"idang Subbag:ian 
Program; . 

p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemenntah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
pcmerintahan bidang Pertanian; 

q. menilai kinerja Pegawer Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

r. menyusun laporan haail pelakaanaan tugas Kepala Dinu dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

,. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah.kan atai.an sesuai ' dengan bidang tugasnya. 

. 7 • 

P ..,..,.,., 
Subbagian Program 

Pual6 
(I) Subbagian Program dipimpin olch Kepala Subbagian Program yang 

mempunya.i tugas membantu sekretaris dalarn mengumpulkan bahan dan 
melakukan penyusunan program, penyajian data dan penyusunan 
Japoran. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Program eebegaimana dimaksud pads 
ayat (1), meliputi: 
a. menyusun renGllBa kegiatan Subbagia,t PFagFam eeoagai ped91ll1Ul 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendislribusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugae; 
c. memantau, mengawaai dan mengcvaluui pelaksanaan tugas dala.m 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkemba.ngan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, mcmaraf dan/atau 
menandata.ngani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapet sesuai bidang tugunya; 
f. membantu &ekretaris merumuskan Yisi dan Miai aerta Rcncana 

Strategis dan Rencana Kerja Dinas; 
g. menyuaun dan membuat dokumen Laporan K:merja lnetanei 

Pemerintah dmas; 
h. mengoordinir dan mengoordina11kan, menyiapkan ba.han data dan 

infonnasi program dan melakukan penyusunan percncanaan program 
dan kqp.atan; 

1. melakukan menyiapkan bahan dan melakukan pcmantauan dan 
evaluasi kinerja; 

J. mengumpulk.an bahan dan menyueun laporan perjanjian kinerja 
din as; 

�' m�!!�ffiPY]� !?!¥.!M ��n !'!�flY':l!Yn R�n� �{!�rjf! T!.l'J\.!n!H! 
dalam lingkup dinas; 

I. menyuaun laporan basil penyelenggare.a.n funpi Subbagian Program 
dan memberikan saran oertimbanaan keoada oinwinan seba"81 bahan 
perumusa.n kebijakan; 

m. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran dalam lingkup dinaa; 

n. melaksanakan pcnyusunan Standar Opera.sional Prosedur seauai 
rincian tugaa dan melakukan eva\uasi Standar Opcrasional Prosedur 
sesuai ketentuan; 

o. menyelenggarakan dan melakse.nakan monitoring, evaluasi dan 
peng&.wasan penyelenggaraan kebijakan teknis di S"idang Subbag:ian 
Program; . 

p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemenntah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
pcmerintahan bidang Pertanian; 

q. menilai kinerja Pegawer Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

r. menyusun laporan haail pelakaanaan tugas Kepala Dinu dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

,. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah.kan atai.an sesuai ' dengan bidang tugasnya. 
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Pa,ag,-af2 
Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum 

Paoal 7 
(1) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Bubbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum yang mempunyai tugas 
membantu sekretaria mengumpulkan oohan dan melakukan urusan 
ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan 
pengh11.pusan barang, urusan rumah tangga sena mengelola 
administra.si kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinaa. 

(3) Uraian tugas Kepala Subbe.gian Umum, Kepegawai.an Dan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l I, meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawai.an dan 

Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pe\aksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevalua.si pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 

d. menyuaun ranca.ngan, mengorekai, memara! dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengilruti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. melakaanakan dan mengevaluasi pelak3anaan Survey Kepuasan 

Maayarakat dalam lingkup Dinaa; 
g. membantu sekretaria menyuaun dan mcmbuat laporan Analisis 

Jabatan, Analisis Beban Kel)a dan Evaluasi Jabatan Dinas 
P.e�mak.an dM P.erkebunan; 

h. melakukan pengklasifikasian Surat mcnurut jcnisnya; 
1. melakukan administrasi dan pendistribullian naskah dinas masuk 

dan kcluar; 
j. mclakukan pengclolaan araip naskah dinas; 
�- �YH!P� � �� m�nYH!l4!1 !4�!!11!�!! �!:!S!l<!!!P!, 

pendistribusian, pemcliharaan, invcntariaasi dan penghapusa.n 
barang; 

I. mcnyiapkan bahan dan mcnyuaun daftar invcntariaaai barang scrta 
menyusun laporan barang invent.aria; 

m. mclakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pcngelolaan 
urusan rumah tangga Dina•; 

n. menyiapkan behan pcnyusunan Standar Pclayanan dan melakukan 
evaluasi dalam lingkup Dinas; 

o. mengoordinaaikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
pen_yajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan infonnasi 
dan pengaduan dalrun lingkup Dinas; 

p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memrasilitasi 
pelaksanaan Sistem Pcngendalian Intern Pemerintah dalam lingkup 
Dinas; 

q. mempeniapkan dan mcngoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, 
upacara bendera, kchumasan, dan keprotokolan; 

r. menyiapkan bahan, mcnghimpun dan mengelola data kehadiran 
pegawai; 

s. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan 
perjalanan dinas pcgawai; 

t. menyiapkan bahan, mcngoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 
organisasi dan tatalaksana; 

u. melabanakan pcngumpulan bahan Pcnilaian Mandiri Pclaksa.naan t Refonnasi Birokrasi dalam lingkup Dinu; 
\ 
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�- �YH!P� � �� m�nYH!l4!1 !4�!!11!�!! �!:!S!l<!!!P!, 
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pegawai; 

s. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan 
perjalanan dinas pcgawai; 

t. menyiapkan bahan, mcngoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 
organisasi dan tatalaksana; 

u. melabanakan pcngumpulan bahan Pcnilaian Mandiri Pclaksa.naan t Refonnasi Birokrasi dalam lingkup Dinu; 
\ 
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v. menyiapkan bahan dan mengelolil adminiat.rasi. kepegawaian dalam 
lingkup Dinas; 

w. menyuaun rencana kebutuhan pengembangan Sumber Daya 
Manuaia Aparatur dalam lingkup Dinaa; 

x. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 
kompetensi, disipl.in dan kesejahteraan Apa.ratur Sipil Negara dalam 
tingkup Dinaa; 

y. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan adminiatrasi 
penyuaunan pnxluk hukum dalam lingkup Dinaa; 

z. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 
laporarl hasil perneriksaan dalam linglrup Dinas; 

aa. menyusun Japoran hasil penyelenggaraan fungai Subbagian Umum, 
Kcpegawaian dan Hukum aerta mcmbcrikan saran pertimbangan 
kepada pimpinan sebe.gai bahan perumusan kebijalum; 

bb. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tug.as dan 
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur dalam lingkup 
Dinaa; 

cc. melaksanakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Subba.gian Umum, 
Kepega.waian dan Hukum; 

dd. melaksanakan keordtnaai dan konsultasi dengan lembqa 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusa.n pemerintahan bidang Pertanian; 

ee. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara *!11ulU ketentu11.11 
Peraturan Per Undang-undangan; 

ff. m�nYJJsun IJ:l.poran ha.sil �lals:$1Ulaan tugae Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijaka.n; dan 

gg. melakaanaka.n tugaa kedinaaan lain yang diperintahkan ata.san 
eeeuai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf 3 
Subbagian Keuangan ...... 

fl) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang 
mempunyai rugee memba.ntu sekretaria dalam mengumpulkan bahan dan 
melakukan pengelolaan administraBi dan pelaporan keuangan dalam 
lingkup Dinaa. 

(2) Uraian tuga.11 Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimakaud pada 
ayat fl), ffieliputf: - - - 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman 

dalam pelakaanaan tuga.11; 
b. mendistribuBikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluaal pelakaanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugae; 

d. menyueun rancangan, mengoreksi, memara! dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengilruti rapat-rape.t sesuai bidang tugasnya; 
f. memba.ntu sekretaris menyiapkan bahan, menyusun dan 

merumuslcan Dolrumen Pelakaanaan Anggaran lingkup Dinas; 
g. mengumpulkan ba.han, mengoordinasikan rencana kebutuhan gsji 

pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan t penyusunan anggaran dinas; 
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h. melakukan venfikasi kelengkapan administrasi penataus.ahaan 
keuengan Dinaa; 

1. mengoordinaaikan pelakaanaa.n akuntansi pengeluaran dan 
penerimaan keuangan dalam lingkup Dina.a; 

j. menyiepkan behan dan menyuaun laporan keuangan dalam lingkup 
Dinaa· • 

k. menyuaun realisasi perhitungan Mggaran dalam lingkup Dinaa; 
I. m.engevaluaai penyelenggaraan fungsi bendaharawan dalam Ungkup 

Dmaa; 
m. mengumpulkan bahan, mengoordinaaikan dan menindaklanjuti 

laP6f8-R hB.6il ?Cfflmkaaan keuangan 4alam liRgkup DiRasi 
n. menyuaun dan melaksanakan Standar Operaaional Prosedur aeauai 

rincian tugaa dan melakukan evaluasi Standar Operasional Proaedur; 
o. meuµ<:aanakan monitoring, cvaluui dan pengawa-.n penyelenggaraan 

kebijakan teknia di Bidang Subbagian Keuangan; 
p. melaksanakan koordinas1 dan konsultasi dengan lemba.ga pemerintah 

dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan uruaan 
pemenntahan bidang Penanian; 

q. menllai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negllnl eeauai ketentua.n 
Peraturan Per Undang-undMgan; 

r. menyuaun laporan hasil pclakaanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
penunuaan kebijakan; dan 

s. melakaanakan tugaa kedinaaan lain yang diperintahkan ataan aeaual 
dengan bldang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pengembangan Proclukai dan Agribiama Petemakan 

f'!!!M!! 9 
(1) Bidang Pengembangan Produkai cl.an Agribisnis Petemakan dipimpm oleh 

Kepa.la Bidang Pengembangan Produksi dan Agribisnia Petemakan 
mempunyai tugaa melakukan penyuaunan, pelakaanaan kebijakan dan 
pemberian bimblngan teknia aerta pemantauan dan evaluasi di bidang 
inventariaasi, identifikasi, pengcmbangan dan pembinaan teknis, evaluasi 
dan analiaia, pengendalian dan pengawasan terhadap budidaya dan 
reprodukai, pakan, aarana dan prasarana serta agribiania dan peruinan 
uaaha petemakan. 

(2) Untuk melakaanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Pengembangan Procluksi dan Agribinis Petemakan 
menyelenggara'kan fungsi : • 
a. penyuaunan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan kegiatan 

Bidang Pengembangan Proclukai dan Agribiania Petemakan; 
b. pembinun, pengoordinaaian, pengendalian dan pengawaaan program 

dan kegiatan Bidang Pengcmbangan Produksi den Agribisnis 
Peternakan: 

c. pelakaanaan monitoring, evaluasi aerta pelaporan kegiatan tugaa 
BidMg Pengembangan Produkai dan Agribisnia Petemakan; dan 

d. penyelenggaraan fungai lain yang diberikan oleh pimpinan aeauai 
dengan tugas dan fungsinye. 

(3) Uraian tugas Kepa)a Bidang Pcngembangan Produkai dan Agribisni11 
Petemakan aebagaimana dimakaud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Subbagian Pengembangan Produkai dan 

Agribiania Petemakan aebagai pedoman dalain pelakaa.naan tugas; t b. menl:tistribusikan dan memberi petunjuk pelakaanun tugas; 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas dalam 
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapa.t sesuai bidang tugasnya; 
r. mell8Cndalikan dan mengawaai kepµltan budidaya reproduksi, 

pakan, sarana dan prasarana aerta agribiania dan perizinan usaha; 
g. mengevaluaai dan menganalisis pengembangan budidaya dan 

reproduksi, pakan, sarana dan prasarana serta agribisnis dan 
pmk&R use.ha petffl!.akan; 

h. menganalisa pcrmasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang 
Pengembangan Produksi dan Agribisnia Petemakan dan mencari 
altcmatil pemecahannya; 

i. menye\enggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang 
berkmtan Bidang Pengembangan Produkai dan Agribisni.s Pctemakan; 

j. menyelcnggarakan koordinasi dengan unit kcrja terkait tugaa 
kcdihasan acauai dengan bidang tugasnya; 

k. menyuaun Standar Operasional Proi,cdur eesuai rincian tugaa dan 
mclakukan evaluasi Standar Operasional Proaedur; 

I. menyelenggarakan momtoring, evaluasi dan pcngawasan 
pen�e\enggaraan kcbijakan teknis di Bidang Subbagian Pengembangan 
Produksi dan Agribisnis Pctcmakan; 

m. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan haail 
pelaksanaan kegiatan; 

n. rmnytknggarakan kQOrdinasi Aan konsult1:u1i dengan lemba.ga 
pemCrintah dan non pemcrintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemcrtntahan bidang Pertanian; 

o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara ae1uai ketentuan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

P· JnenYH-!M,!·r'! �P!>� h��i! ���!1!'1¥.! !1!8!l!I ��!>'!-!!- P!!!� g�ri 
mcmbcrikan saran pcrtimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
pcrumusan kcbijakan; dan 

q. melaksanakan rugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 11CSuai 
dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Kcsehatan Hewan, Keaehatan Masyarakat Veteriner 

dan Pcngawasan Obat Hewan 

Pasal 10 
(1) Bidang Keaehatan Hewan, Kcschatan Masyarakat Vetcriner dan 

Pcngawasan Obat Hewan dipimpm oleh Kepala Bidang Keaehatan Hewan, 
Keaehatan Masyarakat Veteriner dan Pcngawa.san Obat Hewan yang 
mempunya.i tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, 
dan pembcrian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi d1 
bidang Kcschatan Hewan, Keschatan Masyarakat Veteriner dan 
Pengawasan Obat Hewan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebegaimana dirnaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Keschatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Vetcriner dan 
Pengawasan Obat Hewan mcnyelcnggarakan fungsi : 
a. penY\Jsunan kebijakan teknis penyelenggaraan Program dan kegiatan 

Bidang Keaehatan Hewan, Keschatan Masyarakat Vcteriner dan \ 
Peng&wasan Obat Hewan; 
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I 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat 
Vete;finer dan Pengawasan Obat Hewan; 

c. pe!aksanaan monitoring, evaluaai serta pelaporan kegiatan tugas 
Bidang Kesehatan Hewan, Keaehatan Maayarakat Veteriner dan 
Pengawasan Obat Hewan; dan 

d. penyclcnggaman runpi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengatl tugaa dan rungsinya. 

(31 Uraian ltugas Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan sebagaimana dimak8ud pada ayat 
(I), meliJiuti: 
a. menyusun rcncana kegiatan Bidang Kesehatan Hewan, xeseberen 

Masyan.kat Veteriner dan Pengawaaan Obat Hewan sebagai pedoman 
dalam pclakaanaa.n tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengctahui pcrkcmbangan pclaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memara! dan/atau 
men'andatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat.,.rape.t sesuai bidang tugasnya; 
f. mengamati, melakukan penyidikan, epidimio\ogi penyakit hewan dan 

Peta.Yanan Kesehatan Hewan aerta Keeehatan Maayarakat Veteriner; 
g. melakulcan pencegahan, pengendalian penyakit hewan dan Keeehatan 

maayarakat veteriner; 
h. �?lPwasi peredaran dan penggunsan obat hew.an; 
i. meng8.wasi keeebatan hewan dan keeebatan masyarakat veteriner, 

peml\Sulcan, pengeluaran hewan dan produk hewan eerta 
kesejahteraan hewan; 

j. memberilcan lzin/Rekomendasi di Bidang Ke&ehatan Hewan, 
���-!-!!n '"!!�Y��t Y�tert'!�r. ��l�m�fl 9!-n ?en!!��� 9�! 

• k. meJJ.kukan pelaksa.naan sertifikas1 perayaratan teknis Ke&ehatan 
Hewan, Keaehatan Maayarakat Veteriner, Kelembagaan dan 

' Pengawasa.n Obat Hewan; 
I. men)'elenggarakan pclaksanaan penyuluhan petemakan dan 

pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode Pengawasan Obat 
Hewrul· ' . m. melakukan pengumpulan, pengo\ahan, pengemaaa.n dan penyebaran 
materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 

n. mellilrukan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan; 
o. mertlberikan fasilitaa, penum6uhan dan !)Cngcmbangan forum 

masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku uaaha; 
p. merungkatkan kapaaita& penyuluh ASN {Aparatur Sipil Negara), 

Swada.ya dan Swast.a; 
q. memantau dan evaluasi di Bidang Keaehatan Hewan, Kesehatan 

Mall,)'arakat Veteriner dan Kelembagaan dan Pengawasan Obat Hewan; 
r. men,yusun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan 
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���-!-!!n '"!!�Y��t Y�tert'!�r. ��l�m�fl 9!-n ?en!!��� 9�! 
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pe\aksanaan kegiatan; 



- 13 - 

u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan !embaga 
pemerintah dan non pemcrintah dalam rangka penyelenggaraan 
uru� pemerintahan bidang Pertanian; 

v. men,ilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara i,esuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

w. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberika.n saran pertimbangan kepada Atasan eebegai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ataaan aesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pengembangan Perkebunan 

Paaa1 II 
(1) Bidang Pengembangan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bid.ang 

Pengembangan Perkebunan yang mempunyai tugas mele.ksanakan 
penyuaunan, pelaksana.an kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, 
serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan perkebunan. 

(2) Untuk melaksanaken tugas s,ebagaimana dimaksud pad.a ayat (I) Krpa1a 
Bidang Pengembangan Perkebunan menyelengg.arakan fungsi : 
a. pen)'.Uaunan kebijakan teknia penyelenggaraan program dan kegiatan 

BidRpg Pengembangan Perkebunan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 

dan J!tgjat.an 2idang Pengembangan Perkebunen; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan tugaa 

Bidahg Pengembangan Perkebunan; dan 
d. penr.elenggaraan fungai lain yang diberibn oleh pimpinan .esuai 

dengtul tugaa dan fungsinya. 
IJ) Ura�n !H&a! K�P!J.!. �i��!)-g �ri��!>a'!� �r��J:iHri� JtC�!m�fl! 

dimaksi.id pad.a ayat ( lJ, meliputi; 
a. men.Yuaun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Perkebunan 

aebagai pedoman da\aJn pelaksanaan tugas; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tuga$; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, mema.re..f dan/atau 
menindatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugaanya; 
r. menyelenggarakan" penyusunan reflcaiia kebutuhan dan penyediaan 

benih dibidang Perkebunan; 
g. menyelengga.rakan pengawaaan mutu dan peredaran benih di bidang 

perkebunan; 
h. men}'etenggarakan, mengordinir dan mengoordlnasikan pelaksanaan 

kegiatan pembenan bimbingan penerapan peningkatan produksi di 
bidang perkebunan; 

i. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, 
pentlJ\ggulangan benc:ana alam, dan dampak perubahan iklim d1 
bidabg perkebunan; 

j. menyelenggarakan, mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan 
eva11..lasi di bidang perkebunan; 

k. menyuaun Standar Operasional Prosedur eeeuai rincian tugaa dan t 
melakukan evaluasi Standar Operasional Proseclur; \ 

- 13 - 

u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan !embaga 
pemerintah dan non pemcrintah dalam rangka penyelenggaraan 
uru� pemerintahan bidang Pertanian; 

v. men,ilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara i,esuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

w. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberika.n saran pertimbangan kepada Atasan eebegai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ataaan aesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pengembangan Perkebunan 

Paaa1 II 
(1) Bidang Pengembangan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bid.ang 

Pengembangan Perkebunan yang mempunyai tugas mele.ksanakan 
penyuaunan, pelaksana.an kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, 
serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan perkebunan. 

(2) Untuk melaksanaken tugas s,ebagaimana dimaksud pad.a ayat (I) Krpa1a 
Bidang Pengembangan Perkebunan menyelengg.arakan fungsi : 
a. pen)'.Uaunan kebijakan teknia penyelenggaraan program dan kegiatan 

BidRpg Pengembangan Perkebunan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 

dan J!tgjat.an 2idang Pengembangan Perkebunen; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan tugaa 

Bidahg Pengembangan Perkebunan; dan 
d. penr.elenggaraan fungai lain yang diberibn oleh pimpinan .esuai 

dengtul tugaa dan fungsinya. 
IJ) Ura�n !H&a! K�P!J.!. �i��!)-g �ri��!>a'!� �r��J:iHri� JtC�!m�fl! 

dimaksi.id pad.a ayat ( lJ, meliputi; 
a. men.Yuaun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Perkebunan 

aebagai pedoman da\aJn pelaksanaan tugas; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tuga$; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, mema.re..f dan/atau 
menindatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugaanya; 
r. menyelenggarakan" penyusunan reflcaiia kebutuhan dan penyediaan 

benih dibidang Perkebunan; 
g. menyelengga.rakan pengawaaan mutu dan peredaran benih di bidang 

perkebunan; 
h. men}'etenggarakan, mengordinir dan mengoordlnasikan pelaksanaan 

kegiatan pembenan bimbingan penerapan peningkatan produksi di 
bidang perkebunan; 

i. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, 
pentlJ\ggulangan benc:ana alam, dan dampak perubahan iklim d1 
bidabg perkebunan; 

j. menyelenggarakan, mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan 
eva11..lasi di bidang perkebunan; 

k. menyuaun Standar Operasional Prosedur eeeuai rincian tugaa dan t 
melakukan evaluasi Standar Operasional Proseclur; \ 



• 14 - 

pengawasan 
Pengembe.ngan 

monitoring, evaJuasi dan 
kebijakan teknis di Bidang 

I. menyelenggarakan 
pen}'elenggaraan 
Perkebunan; 

m. Menyelenggaraka.n monitoring. evaluasi dan pelaporan basil 
pelaksanaan kegiatan; 

n. meizyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Jembaga 
pernerintah dan non pemerintah dalarn rangka penyelenggaraan 
uru*8.n pemerintahan bidang Pcrtanian; 

0
· 
���ran �rrjind�:�d=:ur Sipil Negara sesuai ketentuan 

p. mef161u&un laporan haail pelaksanaan tugaa Kepala Dinaa dan 
memberikan 58.f"an pertimbe.ngan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijaka.n; dan 

q. melaksanakan tuga, kedinasan lain yang diperintahka.n atasan sesuai 
dengan bidang tuga1mya. 

Bagian Keenam 
Bidang Agribisnis dan Penyuluhan Perkebunan 

Pasal 12 
(1) Bidang Agribisnis dan Pcnyuluhan Pcrkebunan dipimpin oleh Kcpala 

Bidang l\gribianis dan Pcnyuluhan Perkebunan yang mempunyai tugas 
melaksanakan penyuaunan. pelakaanaan keb!jakan, program dan 
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
k.el.emh,al,Jlan, ke�nagaan dan penyujuhan, pengoJahan, pemaearan dan 
promosil hasil perkebunan serta perizinan dan bimbingan usaha 
perkebunan. 

(2) Untuk tllelaksanakan tugas .ebagaimana dirnaksud ayat (l), Kepala 
Bidang i\gribisnis dan Pcnyuluhan Pcrkebunan menyelenggarakan fungsi: 
�· �YY,!Ji,u-..yi ��l?il�� t�J<�l! �ye)eri� Pro&!'!-m �!1 �r�t!-!1 

Bidang Agribisnis dan Pcnyuluhan Pcrkebunan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pcngendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan Bidang Agribisnis dan Penyuluhan Perkebunan; 
c. pelaiaknaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan tugas 

Bidank Agribisnis dan Pcnyuluhan Pcrkebunan; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengah tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian lugas Kepala Bidang Agribisnis dan Pcnyuluhan Perkebunan 

sebagaidwia dirnaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menxusun rencana kegiatan Bidan� Agnbisms dan Penyuluhan 

Perkebunan sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusika.n dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. me�tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lin�ngan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. men.Yusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. men�ti rapat-repet sesuai bidang tugasnya; 
r. menye\enggarakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata 

ker:ial metode penyuluhan perkebunan; 
g. menJeienggarakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan 

penyeba.ran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 
h. menxelenggarakan, mengoordinasikan dan mengoordinir pe\aksanaan \ 

pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan; 
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i. menyelenggarakan pemberian fasilitas.i penumbuhan dan 
pengembangan kelembagaan dan jorum maayarakat bagi pelaku 
utama dan pelaku usaha; 

j. menyelenggarakan peningkatan kapaaitaa penyuluh ASN (Aparatur 
Sipil Negara), awadaya, swasta dan pelaku usaha, 

k. menyelenggarakan pemberian bimbingan pembiayaan, pa.sea panen, 
penlOJahan dan pemaaaran has.ii perkebunan; 

I. men)'clenggarakan pembcrian rekomcndaai teknia dan fasilitasi 
invc1taai di bidang perkebunan; 

m. menganalisa pennaaalahan yang bcrhubungan dengan tugaa Bidang 
AgFi¥8R.ia tlan PenyuluhaR Perkebueae dan meeeeet altematif 
pemecahannya; 

n. men)'elenggarakan pemantauan dan evaluaai di bidang Agribiania dan 
PenY\lluhan Perkcbunan; 

o. men)'Uaun Standar Operasional Prosedur scauai rincian tugaa dan 
melakukan evaluaa.i Standar (}pera$ional Prosedur; 

p. men)'elenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 
pen)'elenggaraan kebijakan teknis di Bidang Agribisnia dan 
Penyuluhan Perkebunan; 

q. Mcnyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pelaporan haail 
pelaksanaan kegi.atan; 

r. men)'elenggarakan koordinasi dan konaultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemenntah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang Pertanian; 

a. menilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
' PtJJlf.JJ.nm Per Undang-µndangan; 

t. men)'Usun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
membcrikan saran pertimbangan kepada Atasan &ebagai bahan 
perwnusan keb!Jakan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan aesuai 
Q�!!M!"l mQ!!l& !�&1!!1-!"!Y!· 

BAB V 
1KEWMPOK JABATAN PUNGS!ONAL DAN PELAKSANA 

Pasal 13 
(1) Oinas Petemakan dan Perkebunan dapat membentuk aejumlah kclompok 

jabatan I fungsional dan pelaksana acsuai dengan kebutuhan dan 
bef"dasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Keloml)6k Jabatan Fungsional dan pelaksana aebagaimana dimaksud 
pa.da ayat (1) H1.elak:118Hakan tugas sesuai deegirn bidaeg jabata.fl 
fungsional dan pelaksana masing-masing bcrdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
sistem kcrja. 

BABVI 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Tugas dan P'Ungsi 

111 
Paaal 14 

Kepala Oinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasa.rkan 
kebijalca.n umum yang d.itetapkan oleh Bupe.ti sesuai dengan ketentuan ! 
peraturan perundang-undangan; l 
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{2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepe.la Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pclaksana dalam lingkup Oinas metaksanakan tugas 
dan f0ngsi seauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integras.i, 
sinkronisasi, simplifikaai, akuntabilitas, transparansi, serta efeknfitas 
dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang·Undangan; 

(3) Kepala Dinas, Sek:retaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam 
lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
instan$i pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja 
dllfl. memperlancar pelakBanaan tugas dan Cungsi Dinas. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta. Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 15 
(1) Kepalai Dinas, Sektttaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 

lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugaanya, melakukan 
pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara 
berl<aJa dan/atau sesuai kebutuhan; 

(2) Kepala, Dinas, Sekretaris, Kepala Btdang, Kepala Subbagian, Pejabat 
FungsibnaJ, dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, aert.a menyampaikan laporan &ecara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepa.da atasan 
masing-masing; 

{3) Kepalal Oinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan dalam 
lingku?gan Dinas melaksanakan pengawaaan seauai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 
Ketentuan yang menga.tur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 6'i' 'fahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, Tugaa dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Petemakan dan Perkebunan (Serita Daerah 
Kabupaten IPinrang Tahun 2021 Nomor 67), tetap berlaku sampai dengan 
ditetapkannya peraturan bupati tentang sistem kerja pada pemerintah 
daerah. 

BAB VIII 
KETEN1UAN PENUTIJP 

Pasal 17 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 67 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organiaast, Togas dan Fungsi 
sena Tata IKerja Petemakan dan Perkebunan {Berita Daera.h Kabupaten. 
Pinrang Tahun 2021 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

\ 
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PaMI 18 
Peratunm Bupati ini mulai berlaku pada tangga] diundangk.an. 
Agar aetiapj orang mcngetahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Pcraturan 
Bupati ini dengan pcnempatannya dalarn Bcrita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tangga] QS -s..i i.n, 
BUPATI PINRANG, 

.t! • .':.. •. 10 t 
Diunda.n&kf,n di Pinrang 
Pada tan,1 a: ),LIM w:,,, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

BU A A I 
' BERIT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 

' 

�· 

• 17 - 

PaMI 18 
Peratunm Bupati ini mulai berlaku pada tangga] diundangk.an. 
Agar aetiapj orang mcngetahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Pcraturan 
Bupati ini dengan pcnempatannya dalarn Bcrita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tangga] QS -s..i i.n, 
BUPATI PINRANG, 

.t! • .':.. •. 10 t 
Diunda.n&kf,n di Pinrang 
Pada tan,1 a: ),LIM w:,,, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

BU A A I 
' BERIT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 

' 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

